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ABSTRAK

aporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri memberikan gambaran
menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja keuangan BUMDes
selama periode tertentu. Didirikan pada tahun 2012, BUMDes Banyu
Mandiri fokus pada pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan
memberikan layanan perkreditan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,
Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan
keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Metode yang digunakan adalah
kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi
pencatatan keuangan saat ini dan proses penyusunan laporan keuangan
sesuai SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan
keuangan pada BUMDes Banyu Mandiri masih sangat sederhana dan
hanya menggunakan catatan tercatat untuk mencatat penerimaan kas
dari setoran pokok, pendapatan jasa, serta pengeluaran kas dari
perputaran Simpan Pinjam Wanita (SPP) dan pengeluaran lainnya.
Dalam penelitian ini penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK
EMKM dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, penjurnalan,
buku besar, neraca saldo, hingga pembuatan laporan keuangan seperti
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan
keuangan.

ata Kunci : SAK EMKM, penyusunan laporan keuangan

ABSTRACT

ne financial report of BUMDes Banyu Mandiri provides a comprehensive picture
of the financial condition and financial performance of BUMDes during a
certain period. Founded in 2012, BUMDes Banyu Mandiri focuses on
empowering the community’s economy by providing loan services. This
research aims to analyze the application of Financial Accounting Standards for
Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in preparing the financial
reports of BUMDes Banyu Mandiri. The method used is qualitative with a
descriptive approach to illustrate the current condition of financial recording
and the process of preparing financial reports in accordance with SAK EMKM.
The research results show that financial recording at BUMDes Banyu Mandiri
is still very simple and only uses recorded notes to record cash receipts from
principal deposits, service income, as well as cash expenditures from Women's
Savings and Loans (SPP) rollovers and other expenses. In this research, the
preparation of financial reports based on SAK EMKM starts from collecting
evidence of transactions, journalizing, ledger books, trial balances, to making
financial reports such as financial position reports, profit and loss reports, and
notes to financial reports.
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PENDAHULUAN

Organisasi Ekonomi Pedesaan memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi
perdesaan, namun masih sering menjadi titik lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis
untuk memajukan organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan
mengembangkan jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Salah satu
strategi yang dapat diterapkan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes
didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan telah terbukti memberikan keuntungan
serta menambah pendapatan desa di beberapa wilayah. BUMDes adalah institusi ekonomi di
tingkat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Muhammad, 2021)
Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) “Desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa” (Alfurkaniati, 2017)

Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDes harus memperhatikan standar akuntansi
keuangan yang berlaku agar laporan tersebut mudah dipahami. Sebagian besar kegiatan BUMDes
mirip dengan kegiatan UMKM pada umumnya, sehingga penyusunan laporan keuangan harus
mengikuti pedoman umum. Dalam hal ini, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil
Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berlaku
efektif sejak 1 Januari 2018, harus digunakan. SAK EMKM diterbitkan untuk diterapkan pada
entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Secara umum, UMKM adalah entitas tanpa
akuntabilitas publik karena biasanya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan
tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (SAK EMKM 1. A, 2016)

Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT (Masterplandesa, 2023), hanya ada 12.945
BUMDesa yang telah memiliki status badan hukum. Sementara itu, sekitar 35.000 BUMDes masih
dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, masih ada sekitar 42 persen desa yang belum memiliki
BUMDesa. Perkembangan BUMDes di indonesia di dorong oleh banyaknya masyarakatnya
sendiri, terutama di provinsi Jawa timur sedikit BUMDes yang berstatus maju. Wakil Gubernur
Jawa Timur, Emil E. Dardak, menyatakan bahwa dari 6.100 badan usaha milik desa (BUMDes) di
Jawa Timur, hanya 537 atau 12 persen yang berstatus maju Tidak bisa dipungkiri, pengembangan
BUMDes masih menghadapi banyak tantangan. Akibatnya, beberapa BUMDes yang telah
didirikan mengalami mati suri. Penelitian yang dilakukan oleh (Istthara Amin Hijji, 2018) di
BUMDes Rempak Lanjing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menemukan beberapa
hambatan, antara lain:

a. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola penyusunan
keuangan yang masih rendah.
b. Komunikasi yang tidak efektif dan arus informasi yang terbatas di kalangan elit desa
c. Perbedaan pemahaman mengenai aturan terkait BUMDes.
d. Rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat
Potensi tersebut menjadi peluang munculnya BUMDes hampir di seluruh desa di
Kabupaten Situbondo. dilansir pada (BUMDesa Situbondo, 2022) berdasarkan data BUMDes
tahun 2022 jumlah BUMDes yang ada mencapai 101 BUMDes dari 132 desa di Kabupaten
Situbondo. Sebanyak 6 BUMDes sedang dalam proses pendaftaran badan hukum, sementara 26
BUMDes lainnya sedang dalam proses verifikasi dokumen. Secara keseluruhan, ada 70 BUMDes
yang sedang menuju status badan hukum, yang merupakan 69 persen dari total 101 BUMDes
yang ada di Kabupaten Situbondo. Salah satunya BUMDes yang berdiri di Kecamatan
Banyuglugur Kabupaten Situbondo yakni BUMDes Banyu Mandiri. BUMDes yang masih
berstatus aktif dan berbadan hukum di bentuk oleh 7 desa di Kecamatan banyuglugur, BUMDes
telah berdiri sejak lama pada Tahun 2012. BUMDes Banyu Mandiri menjalakan usaha unit simpan
pinjam yang di modalkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta di kelola oleh Unit
Pengelolaan Keuangan (UPK) dalam menjalankan BUMDes di Kecamatan Banyuglugur, dalam
pelaksanaannya, pengurus BUMDes sering kali melakukan pencatatan keuangan pemasukan dan
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pengeluaran kas dan menjadikannya transaksi namun tidak ada penjurnalan, kendala laporan
keuangan BUMDes Banyu Mandiri sempat di pertanyakan oleh pihak yang berkepentingan
namun, Banyu Mandiri juga tidak mengetahui apakah laporan keuangan yang meraka susun
sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya
pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar tertentu.

Pengelolaan catatan keuangan dapat memakan waktu dan tenaga jika dilakukan secara
manual dan memerlukan dokumentasi yang cermat. Selain itu, risiko kesalahan pencatatan
keuangan sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan SAK EMKM untuk
mempermudah pengelolaan pencatatan keuangan secara profesional, transparan dan bertanggung
jawab. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlaksana dengan baik jika dalam penyusunan
laporan keuangan berlandaskan dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dari semua pihak
dengan pedoman standar keuangan yaitu SAK EMKM yang sesuai standar dan sesuai diharapkan
dapat mencegah terjadinya kesalahan dana yang diterima oleh BUMDes yang dapat merugikan
desa dalam keadaan demikian, serta mencegah dana BUMDes disalah gunakan untuk
memberikan manfaat bagi desa itu sendiri. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi dalam memperbaiki laporan keuangan BUMDes Bersama Banyu Mandiri sesuai
SAK EMKM. Maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekontruksi
Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM Pada BUMDes Bersama Banyu Mandiri
Kabupaten Situbondo”

KAJIAN TEORI
Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang bercirikan desa yang
didirikan secara gotong royong oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, menurut Buku
Petunjuk (Pedoman Teknis Pendirian BUMDes Bersama, 2020). BUMDes dibentuk oleh
Pemerintah Desa untuk mendayagunakan seluruh potensi perekonomian, serta potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di
tetapkan pada Pasal 87 ayat 1 UU Desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes
adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, sesuai dengan peraturan
menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Secara umum BUMDes Bersama diartikan sebagai
Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa. BUMDes Bersama
merupakan wadah atau badan usaha yang beroperasi bersama dengan dua desa atau lebih.
BUMDes Bersama Banyu Mandiri yang merupakan hasil kerjasama tujuh desa ini terletak di
Kecamatan Banyuglugur.

Menurut (BPK RI, 2014) dalam UU Desa No. 6/2014, tersedia opsi layanan komersial antar
Desa, pelayanan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUMDes milik dua (2) Desa atau lebih di
tetapkan pada Pasal 92 ayat 6 UU Desa. Pasal 141 PP No. 43/2014, sebagai aturan pelaksanaan UU
Desa No. 6/2014, melahirkan istilah hukum BUMDes Bersama. Mengingat dalam peraturan desa
disebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMDes Bersama adalah untuk memfasilitasi
perdagangan antar desa, maka dimungkinkan untuk mendirikan organisasi tersebut secara
langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini ada 7
desa yang sepakat untuk melakukan kerja sama dalam mengelola potensi ekonomi, sumber daya
alam dan sumber daya manusia melalui BUMDes Bersama, maka kemudian mendirikan BUMDes
Bersama dengan nama BUMDes Bersama Banyu Mandiri. Terdapat empat tujuan dalam
pembentukan pengelola kegiatan BUMDes Bersama, antara lain : a Pencapaian penanggulangan
kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. b Menguatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses
pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUMDes Bersama yang
transparan dan akuntabel. c. Memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemerintah desa untuk melakukan kerja
sama antar desa dalam bentuk BUMDes Bersama. d. Rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan
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dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUMDes Bersama.Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas yang tidak memiliki tanggung
jawab akuntabilitas publik yang besar dan sesuai dengan definisi serta kriteria usaha mikro, kecil,
dan menengah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan syarat telah
memenuhi kriteria tersebut setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Tidak mempunyai
akuntabilitas publik yang signifikan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pedoman yang digunakan oleh berbagai pihak
untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Standar ini mencakup
berbagai konvensi, prosedur, dan peraturan yang disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada
waktu tertentu. Standar akuntansi memberikan penjelasan mengenai transaksi, termasuk apa
yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam
laporan keuangan yang disajikan.

Untuk memberikan panduan akuntansi keuangan dam memudahkan Usaha Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) dalam menyusun laporan keuangan dan memberikan informasi akuntansi
yang tepat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk
Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2016, yang mulai
berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini bertujuan untuk membantu para
pelaku UMKM di Indonesia dalam mengimplementasikan laporan keuangan, sehingga
mempermudah mereka dalam memperoleh pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (SAK
EMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Dengan demikian, setiap laporan keuangan yang
disusun oleh pelaku BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
agar mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan
sebuah penelitian dengan cara melaksanakan analisis lalu juga dengan menginterpretasi teks
beserta hasil wawancara dengan harapan bisa mendapatkan arti dari sebuah fenomena. Bogdan
dan Taylor mendefiniskan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata maupun tulisan atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Menurut teori ini, pendekatan diarahkan terhadap latar dan
individu tersebut secara holistic. Dalam penelitian kali ini akan dilakukan Pada BUMDes Bersama
Banyu Mandiri di desa Kalianget,Kec.Banyuglugur,Kab.Situbondo,Ja waTimur. Lokasi ini dipilih
karena program Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terlibat berada pada lingkungan wilayah
tersebut, sehingga mempermudah dalam penelitian. Dilakukan pada bulan mei 2023 - selesai,
dalam melakukan kunjungan lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Aktifitas Operasional yang dilakukan pada BUMDes Banyu Mandiri a Aktivitas Pembukuan
Aktivitas pembukuan pada BUMDes Banyu Mandiri . Berikut adalah beberapa aktivitas utama
dalam pembukuan : Pengumpulan Data Transaksi Mengumpulkan semua bukti transaksi seperti
faktur, kwitansi, nota, dan bukti lainnya serta mencatat semua penerimaan dan pengeluaran ke
dalam buku kas harian. Pencatatan Transaksi Memasukkan semua transaksi harian ke dalam
pembukuan 1 bulan. b Aktivitas pemberian persetujuan dan penyaluran pinjaman Aktivitas
pemberian persetujuan dan penyaluran pinjaman pada BUMDes Banyu Mandiri melibatkan
beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa
prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah
tahapan-tahapan yang ada di BUMDes Banyu Mandiri : pengajuan pemohonan peminjaman,
analisis kredit, keputusan pijaman, pembuatan kontak pinjaman, penyaluran dana, monitoring
pengawasan, evaluasi dan laporan. ¢ Aktifitas Sumber Daya Manusia Aktivitas sumber daya
manusia (SDM) pada BUMDes mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola,
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mengembangkan, dan memotivasi karyawan agar mereka dapat berkontribusi secara efektif
dalam mencapai tujuan organisasi.BUMDes Banyu Mandiri dalam usahanya memperkerjakan 4
karyawan dengan pembagian tugas masing-masing yang telah di tentukan Laporan Keuangan
BUMDes Banyu Mandiri Sebelum Rekontruksi Berdasarkan SAK EMKM Laporan keuangan
BUMDes Banyu Mandiri menunjukkan beberapa akun penting seperti kas dan setara kas, piutang,
pesediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Dari wawancara dengan karyawan,
diketahui bahwa meskipun BUMDes Banyu Mandiri telah beroperasi selama lebih dari lima
tahun, laporan keuangan yang dibuat masih sederhana karena keterbatasan dalam pengelolaan
keuangan dan sumber daya manusia yang kurang memadai Pencatatan laporan keuangan masih
dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum memenuhi standar SAK EMKM (Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan SAK EMKM, laporan
keuangan seharusnya mencakup tiga laporan utama yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba
rugi, dan catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Namun, BUMDes Banyu Mandiri hanya
melakukan pencatatanmengetahui pinjaman yang diberikan dan pendapatan dari pengembalian
pinjaman. Berikut merupakan hasil analisis laporan keuangan yang ada di BUMDes Banyu
Mandiri : a Kas dan setara kas Kas dan setara kas adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan transaksi harian. Dalam wunit pinjaman BUMDes Banyu Mandiri,
pengelolaan kas dan setara kas mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kelancaran
operasional dan keamanan dana. Penyimpanan kas pada BUMDes Banyu Mandiri di
kelompokkan menjadi 2, antara lain : kas uang tunai dan kas di bank b Persediaan BUMDes
Banyu Mandiri tidak ada pencatatan persediaan yang spesifik. Sama seperti dalam akuntansi
persediaan di catat berdasarkan transaksi terjadi, pengakuan dan pengukuran persediaan hanya
mencangkup beberapa peralatan kantor saja pada BUMDes Banyu Mandiri c Aset tetap BUMDes
Banyu Madiri tidak mengakui aset seperti tanah, peralatan dan mobil. Hanya saja perolehan awal
aset yang di ketahui oleh BUMDes Banyu Mandiri. Di BUMDes Banyu Mandiri, penyusutan
belum pernah diterapkan pada aset tetap yang dimiliki, hal ini mungkin disebabkan oleh asumsi
bahwa aset tersebut di gunakan dalam jangka waktu yang singkat (kurang lebih satu tahun) atau
kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyusutan dalam laporan keuangan. d Pendapatan
pengembalian pinjaman BUMDes Banyu Mandiri mengakui pendapatan pengembalian pinjaman
sebagai kas, yang di mana terdiri dari dua komponen yaitu pokok pinjaman dan bunga. Bagian
pokok mengurai saldo pinjaman, sementara bagian bunga diakui sebagai pendapatan. e Hutang
Pengakuan hutang dalam BUMDes Banyu Mandiri melibatkan pencatatan kewajiban yang timbul
dari kegiatan pinjaman yang di lakukan oleh BUMDes. Hutang ini bisa berupa pinjaman yang
diperoleh dari pihak eksternal atau kewajiban kepada anggota atau pihak lain yang memberikan
dana kepada BUMDes. f Beban Pengakuan beban dalam BUMDes Banyu Mandiri merupakan
peroses pencatatan semua biaya yang timbul dari operasional unit pinjaman. Beban ini meliputi
berbagai jenis biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pinjaman, seperti biaya bunga,
biaya administrasi, gaji tunjangan karyawan dan biaya operasional Hasil Analisis Data Laporan
Keuangan BUMDes Banyu Mandiri Sebelum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, penulis terlebih dahulu menganalisis laporan
keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun langkah-langkah yang diambil
adalah sebagai berikut : a Penelitian ini dilakukan di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur,
Kabupaten Situbondo. Data transaksi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi terkait operasi keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Langkah awal yang diambil oleh
peneliti adalah mengumpulkan semua data yang dimiliki oleh BUMDes Banyu Mandiri sebagai
bahan penelitian. Nama akun yang akan digunakan dalam laporan keuangan disusun
berdasarkan data transaksi sebelumnya. b Dalam mengidentifikasi aktivitas keuangan BUMDes
Banyu Mandiri, penulis fokus pada analisis detail transaksi harian, pemetaan arus kas masuk dan
keluar, serta evaluasi kinerja keuangan melalui laporan berkala. Aktivitas ini mencakup
pencatatan pendapatan serta pengeluaran yang berkaitan dengan layanan simpan pinjam.
Sebelum menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu
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SAK EMKW, peneliti terlebih dahulu menganalisis dan mengidentifikasi aktivitas keuangan yang
telah dilakukan oleh BUMDes Banyu Mandiri dalam satu periode. ¢ Sebelum merekonstruksi
laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), perlu dilakukan proses akuntansi terlebih
dahulu. Proses akuntansi ini meliputi langkah-langkah berikut : membuat junal, buku besar, laba
rugi dan neraca saldo d Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM Setelah menyelesaikan
semua tahap proses akuntansi, peneliti kemudian menyusun laporan keuangan lengkap untuk
BUMDes Banyu Mandiri sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan
Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan lengkap sesuai SAK EMKM mencakup tiga bagian
utama, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
Pembahasan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk menggambarkan kondisi
usaha, apakah terjadi kemajuan atau kemunduran. Laporan ini sangat dibutuhkan oleh setiap
aktivitas usaha untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial secara akurat. Menurut (Sadeli,
2018), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan, perubahan posisi keuangan, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan
keuangan adalah dokumen tertulis yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu
entitas serta perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Ini mencakup hasil yang dicapai
selama periode tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian integral dari siklus akuntansi,
yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi, dan diakhiri dengan penyusunan ringkasan
dan pelaporan hasil transaksi tersebut. (Mortigor Afrizal Purba, 2019) Dari beberapa penelitian
terdahulu yang dijadikan sebagai acuan maupun referensi dalam penelitian terkait rancangan
penerapan SAK EMKM pada BUMDes Banyu Mandiri, sebagian besar BUMDes tidak memiliki
laporan keuangan yang memenuhi standar yang berlaku, yaitu SAK EMKM. kebanyakan
BUMDes belum memiliki kesadaran atau kapasitas yang memadai dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil,
dan Menengah (SAK EMKM). Menurut (Nur Hidayati, 2023) dalam penelitian mereka yang
berjudul "Rekontruksi penyusunan laporan Keuangan BUMDes berbasis SAK EMKM
menggunakan excel for Accounting" menemukan bahwa banyak Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyusunan
laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan
Menengah (SAK EMKM).

Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas BUMDes di wilayah tersebut hanya menyusun
laporan keuangan berdasarkan arus kas masuk dan keluar tanpa menyusun laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi secara terperinci. Keterbatasan ini mengakibatkan laporan
keuangan mereka tidak memenuhi standar SAK EMKM, yang sebenarnya menuntut penyajian
laporan keuangan yang lebih komprehensif dan akurat. Standar ini mengharuskan penyusunan
laporan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan
keuangan, yang memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan entitas. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Banyu Mandiri, belum sepenuhnya mengadopsi dan
mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan mereka. Banyak BUMDes yang
masih terbatas pada pencatatan transaksi keuangan dasar, seperti penerimaan dan pengeluaran
kas, tanpa melakukan penyusunan laporan yang lebih mendalam.

Rekontruksi Laporan Keuangan BUMDes Banyu Mandiri Berbasis SAK EMKM

Dalam menjalankan transaksi keuangannya, BUMDes Banyu Mandiri hanya mencatat
transaksi kas masuk seperti setoran pokok dan jasa, serta pengeluaran kas untuk pengguliran SPP.
Namun, untuk memenubhi standar akuntansi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam laporan
posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan catatan atas laporan keuangan, diperlukan penerapan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penerapan SAK
EMKM pada laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri bertujuan untuk mengidentifikasi
potensi implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai standar ini. Selain itu, penerapan SAK
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EMKM juga membantu memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam pengakuan dan
pengukuran unsur-unsur laporan keuangan BUMDes, seperti aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, dan beban.

Secara khusus, dalam proses penyusunan laporan keuangan, BUMDes Banyu Mandiri harus
mempertimbangkan pencatatan yang lebih komprehensif dan terperinci. Misalnya, laporan posisi
keuangan harus mencakup semua aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, dan ekuitas
yang ada. Laporan laba/rugi harus mencatat semua pendapatan dan beban yang terjadi selama
periode pelaporan. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan harus memberikan penjelasan
rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi tambahan yang relevan
dengan laporan keuangan. Selain itu, meskipun BUMDes Banyu Mandiri saat ini tidak mencatat
adanya persediaan, penerapan SAK EMKM dapat membantu dalam pencatatan dan pengukuran
persediaan jika suatu saat persediaan menjadi bagian dari operasi BUMDes. Dengan penerapan
standar ini, BUMDes Banyu Mandiri dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan
keuangannya, sehingga laporan tersebut dapat diandalkan oleh pihak internal dan eksternal
dalam pengambilan keputusan.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada
tanggal pelaporan. Laporan ini dianggap seimbang jika total aset sama dengan total modal. Akun-
akun yang umumnya termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah kas dan setara kas,
piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (SAK EMKM, 2016).
BUMDes Banyu Mandiri hingga saat ini belum menyusun laporan posisi keuangan yang
memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh kebingungan pihak BUMDes mengenai cara
penyusunan laporan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Ketidakpastian ini membuat mereka belum mampu menghasilkan laporan yang memenuhi
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Selain
itu, pemilik BUMDes lebih memilih untuk membuat laporan pembukuan yang sederhana dan
mudah dipahami oleh mereka sendiri.

Laporan ini mungkin mencakup elemen dasar seperti kas masuk dan kas keluar, namun
tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang lebih kompleks. Pemilik
merasa lebih nyaman dengan format yang mereka pahami, meskipun ini berarti laporan tersebut
tidak sekomprehensif yang diharapkan oleh standar akuntansi resmi. Pemilik BUMDes cenderung
fokus pada pencatatan transaksi harian yang mereka anggap penting untuk operasi sehari-hari,
seperti setoran pokok, jasa, dan pengeluaran kas untuk pengguliran SPP. Mereka belum terbiasa
dengan konsepkonsep yang lebih rumit seperti pengakuan aset tetap, kewajiban jangka panjang,
atau ekuitas, yang merupakan bagian integral dari laporan posisi keuangan yang sesuai dengan
standar
Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui selama periode
tertentu. Pengecualian terjadi apabila Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan
Menengah (SAK EMKM) mengatur perlakuan dampak dari koreksi kesalahan dan perubahan
kebijakan akuntansi, yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif untuk periode sebelumnya
dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi pada periode perubahan tersebut terjadi (SAK
EMKM, 2016). Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup akun pendapatan dan
beban keuangan (SAK EMKM, 2016). BUMDes Banyu Mandiri saat ini belum menyusun laporan
laba rugi sesuai standar yang diharapkan.

Proses perhitungan laba rugi yang dilakukan BUMDes Banyu Mandiri didasarkan pada
pencatatan penerimaan kas dikurangi pengguliran SPP dan beberapa beban lainnya. Namun,
perhitungan ini belum memperlihatkan akurasi yang memadai karena beberapa faktor kunci
belum dimasukkan, seperti biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan komponen penting
yang seharusnya dicatat dalam laporan laba rugi. Penyusutan merupakan pengakuan atas
pengurangan nilai aset tetap selama masa pakainya, yang mempengaruhi penghitungan laba
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bersih. Tanpa mencatat biaya penyusutan, laporan laba rugi tidak akan mencerminkan dengan
akurat pengeluaran yang sebenarnya terjadi dalam operasional BUMDes Banyu Mandiri.
Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan dan rincian yang bervariasi
tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Di dalamnya mencakup
penjelasan mengenai laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), kebijakan akuntansi yang digunakan, serta
detail dari akun-akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting. Informasi tambahan dan
rincian yang disajikan dapat berupa penjelasan tentang sifat transaksi, aset, kewajiban,
pendapatan, dan beban yang relevan dengan operasi entitas. Catatan atas laporan keuangan
disusun dengan sistematis dan terstruktur, dimana setiap akun dalam laporan keuangan
dijelaskan lebih lanjut dalam catatan tersebut. Hal ini memastikan bahwa setiap informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan baik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada BUMDes Banyu
Mandiri Situbondo, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan di BUMDes Banyu
Mandiri masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi
keuangan yang berlaku. Pencatatan keuangan yang dilakukan hanya mencakup transaksi-
transaksi harian, seperti penerimaan kas dari setoran pokok, pendapatan setoran jasa, serta
pengeluaran kas untuk pengguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pembelian beban
lainnya. Laporan keuangan yang dihasilkan belum menyajikan informasi yang komprehensif dan
detail mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban BUMDes.

BUMDes Banyu Mandiri telah menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Proses penyusunan ini
dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi dan data terkait, diikuti dengan penjurnalan,
pembukuan dalam buku besar, pembuatan neraca saldo, dan akhirnya penyusunan laporan
keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan
keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi
keuangan BUMDes Banyu Mandiri dan menyatakan bahwa sejak Januari 2023, penyusunan
laporan keuangan BUMDes ini telah mengikuti standar yang berlaku, yaitu SAK EMKM. Pihak
BUMDes Banyu Mandiri menyadari pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan
yang akurat dan sesuai standar untuk keberlangsungan usaha mereka. Namun, mereka juga
mengakui bahwa pemahaman mengenai cara mencatat dan menyusun laporan keuangan sesuai
dengan SAK EMKM masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman ini,
BUMDes Banyu Mandiri berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki sistem pencatatan
keuangan mereka. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya
memenuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga dapat memberikan informasi yang akurat
dan relevan bagi pengambilan keputusan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan BUMDes
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